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WALIKOTA  KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR 30  TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  

NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

UNIT LAYANAN PENGADAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang  :  a. bahwa ruang lingkup tugas dan kewenangan Unit Layanan 

Pengadaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota 

Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Layanan Pengadaan perlu diubah dan disesuaikan 

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan dalam  Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Layanan Pengadaan; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4894); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

95); 

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 70 Tahun 2012; 

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit 

Layanan Pengadaan (ULP); 

8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN 

PENGADAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 6 dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 8 huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 

8 berbunyi sebagai berikut : 



3 

 

“Pasal 8 

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi : 

a. menetapkan dokumen pengadaan; 

b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 

c. melaksanakan pemilihan dan menetapkan pemenang untuk Penyedia 

Barang/Jasa dengan mekanisme dan nilai sebagai berikut : 

1) pelelangan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah);  

2) seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

3) penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

4) penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi 

dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

d. melaksanakan pemilihan dan mengusulkan penetapan pemenang 

kepada Walikota untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; 

e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang 

melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan 

pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam 

Daftar Hitam; dan 

f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang 

melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, 

sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :  
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“Pasal 10 

(1) PA/KPA pada SKPD bertindak sebagai pengguna dalam pengadaan 

barang/jasa oleh ULP. 

(2) PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personil yang 

memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. 

(3) PA/KPA pada SKPD wajib menyediakan biaya pendukung pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa yang meliputi : 

a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk tim 

teknis, tim pendukung dan staf proyek; 

b. biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya 

pengumuman ulang (apabila ada); 

c. biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan 

d. biaya lainnya yang diperlukan (misalnya biaya survey lapangan, biaya 

survey harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum kontrak 

profesional dan biaya-biaya lainnya). 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal  2 September 2014 

        
 WALIKOTA KEDIRI, 

              ttd. 
ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 2 September 2014  

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                 ttd. 
AGUS WAHYUDI 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 30 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

   ttd. 

MARIA KARANGORA,S.H,M.M 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19581208 199003 2 001 

 

 


